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Abstrak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan
perhatian khusus, karena kasus ini bukan lagi persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara
(public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat seperti kekerasan
fisik, seksual dan psikis. Hal tersebut tidak terlepas dari dari masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan
kasusnya kepada aparat penegak hukum, adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang
masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap
adalah aib keluarga, dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak
berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam
pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum, Dari kondisi yang ada masyarakat belum mengetahui
bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga
itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan
kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT
di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum. Program pengabdian ini dilakukan guna memberikan bekal
kepada mitra agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui
Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci - kekerasan, rumah tangga, restorative justice

Abstract

Domestic Violence (DV) cases are increasingly occurring. Therefore, special action and attention are needed,
because this case is no longer an individual issue (privacy) but has become a state issue (public). The high number
of domestic violence cases that occur in society, such as physical, sexual, and psychological violence. This is
inseparable from the fact that there are still few victims who dare to report their cases to law enforcement, there
are feelings of fear, ignorance, and cultural structures that are still not understood by some people. They also
reason not to want it to spread because they consider it a family disgrace, considered a private matter that is still
covered up where others have no right to interfere in their family problems. Therefore, one effort made in
preventing domestic violence is through legal counseling. From the existing conditions, the community does not
know who can report and besides, they do not know what forms of domestic violence can be reported. Therefore,
as academics who have an obligation to strive for family welfare, it is necessary to make joint prevention efforts to
minimize cases of domestic violence in their surroundings through legal counseling. This community service
program is carried out to provide partners with the necessary skills to prevent domestic violence and how to resolve
it through Restorative Justice if a case of domestic violenice occurs in their environment.

Keywords - violence, domestic, restorative justice
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PENDAHULUAN

Pada dasamya tujuan perkawinan ialah membentuk keluaga yang Sakinah, Mawaddah,
warohamah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Uundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan suatu ikatan lahir bathin
dalam membentuk mahligai rumah tangga yang dilakukan dengan saling menyayangi, menghargai
dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu
dengan sama-sama menunjukkan saling mencintai dan saling menyayangi yang dibangun secara
bersama-sama oleh kedua belah pihak, agar terwujud kehidupan yang bahagia dalam kehidupan
rumah tangga. Namun kenyataannya perkawinan yang dibina dengan tujuan perkawinan yang
diharapkan harmonis, saling menyayangi tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya
menemukan permasalahan dalam rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan
Kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup tinggi kasusnya dan hampir setiap hari
terjadi dalam masyarakat, namun kasus KDRT sering tidak terungkap di permukaan, karena adanya
anggapan kalau kasus yang terjadi dalam lingkup ruamah tangga adalah urusan pribadi dan orang
lain tidak boleh ikut campur, merupakan intern keluarga, dimana pihak lain tidak perlu tahu serta
korbannya pada umumnya tidak berani melaporkan kasusnya. (Saraswati, 2006)

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya korbannya adalah perempuan yang
berstatus istri, pelaku utamanya adalah laki-laki yang berstatus suami. Ada beberapa faktor terjadinya
KDRT. (Fitriani dkk, 2021) Secara umum terbagi 2 (dua) yaitu faktor internal yang bersumber dari diri
si pelaku, misalnya kurang dapat mengontrol emosinya, pelakunya mempunyai sifat temperamental,
pemarah dan lain-lain. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri sipelaku,
misalnya faktor ekonomi, terjadi perselingkuhan, budaya yang berbeda dan tidak tercipta komunikasi
diantara keduanya, sehingga tidak saling memahami satau sama lain.

Berdasarkan informasi dari berbagai media, kasus KDRT semakin banyak terjadi. Sehingga
diperlukan tindakan dan perhatian khusus, karena kasus ini bukan lagi persoalan individu (privasi)
tetapi telah menjadi persoalan negara (public). KDRT merupakan salah satu perbuatan yang melanggar
hak asasi manusia dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa: “Kekerasan
dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau
penelantaran rumah tangga termasuk pengancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan dalam pasal 5 UU Nomosr 23 tahun 2004 yaitu “Setiap orang dilarang melakukan
kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, berupa:

a. Kekerasan fisik;

b. Kekerasan psikis;

c. Kekerasan seksual; atau

d. Penelantaran rumah tangga.”

Jadi yang dimaksud KDRT adalah perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama
perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berupa kekerasan seksual, fiisik, psikologis
atau penelantaran rumah tangga termasuk juga yang dapat menimbulkan pada rasa takut, rasa percaya
dirinya hilang, hilangnya kemampuan untuk berbuat, dan menimbulkan penderitaan psikis berat pada
seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti memukul,
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menendang, menganiaya, dan lain-lain yang berupa kekerasan terhadap fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sering terjadi dan masih menimbulkan
persoalan dalam penyelesaiannya. Undang-undang Tentang Penghapusan KDRT merupakan dasar
hukum yang dapat dipergunakan secara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana
KDRT di Indonesia. Undang-Undang PKDRT memberikan penjelasan tentang tata cara proses dan cara
penyelesaian kasus KDRT.

Upaya penghapusan KDRT menjadi sesuatu hal yang penting bagi negara, karena kasus KDRT
cukup tinggi kasusnya, oleh karena itu memerlukan perhatian semua pihak dan perlu dilakukan
penanganan dan penyelesaian secara serius. Selain Pemerintah, Masyarakat juga punya tanggung
jawab untuk mencegah terjadinya KDRT sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU No.23 Tahun 2004
Tentang PKDRT “Setiap masyarakat wajib melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga sesuai batas kemampuanya jika mengetahui atau menyaksikan perkara ini secara
langsung”, Rumusan pasal tersebut dengan tegas menentukan peran masyarakat untuk : 1. Melakukan
pencegahan terjadinya kekerasan; 2. Melakukan perlindungan terhadap korban; 3. melakukan
pertolongan darurat; dan 4. Memberikan bantuan dalam proses pengajuan untuk mendapatkan
perlindungan.

Kasus KDRT yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, juga terjadi di Propinsi Jambi dan
terjadi peningkatan kasusnya, hal tersebut dikemukakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mencatat jumlah kekerasan sebanyak 383
kasus. Ini berdasarkan data rekapitulasi dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD-PPA) Provinsi Jambi Asi Noprini
menjelaskan, dari total 383 kasus yang ada dimana korban perempuan berjumlah 332 orang dan laki-
laki 72 orang. Kota Jambi sendiri terdapat 137 kasus, Muaro Jambi 41 kasus, Batanghari 36 kasus,
Tanjung Jabung Barat 35 kasus, Kota Sungai Penuh 34 kasus. Merangin 33 kasus, Sarolangun 30 kasus,
Tanjung Jabung Timur 19 kasus, Kerinci 8 kasus, Muaro Bungo 7 kasus, dan Tebo 3 kasus. "Namun
dari 11 Kabupaten/Kota. Kota Jambi sendiri yang paling banyak yaitu 188 terlapor, dan Kabupaten
Muaro Jambi menduduki urutan pertama untuk Kabupaten. Untuk penyelesaian kasus KDRT salah
satu cara yang dilakukan yaitu melalui Restorative justice system. Konsep restorative justice system
adalah suatu proses untuk menyelesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah antara pelaku
dan korban akibat terjadinya tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan
pelaku guna penyelesaian kasusnya. Pendekatan restorative justice diartikan sebagai bentuk dan
metode yang digunakan diluar sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dan menemukan solusinya. (Amin, 2020)

Restorative justice lebih mengutamakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan
melalui upaya perdamaian dan lebih mengutamakan prinsip win-win solution, dan dapat digunakan
sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan. Penyelesaian kasus KDRT
melalui proses di luar proses peradilan pidana pada saat ini semakin banyak dilakukan dan dapat
diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu memberikan rasa keadilan. (Amin, 2020)
Restorative justice sebagai pilihan lain dalam penyelesaian kasus KDRT yang biasanya dilakukan
melalui proses tata cara peradilan pidana, dan fokusnya adalah penjatuhan pidana, kemudian
prosesnya dirubah menjadi proses musyawarah dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan ini akan memberikan solusi dalam menyelesaikan
kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham
dalam penyelesaian kasusnya melalui proses diluar peradilan, sehingga terwujudnya kesepakatan dan
perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban dan mengutamakan pemulihan
kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam lingkup rumah tangga.

Pada saat ini kasus KDRT cukup memprihatinkan, dan diperlukan penanganan yang serius,
karena sudah menimbulkam korban yang cukup tinggi. Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak
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terjadi di lingkup masyarakat adalah kekerasan fisik, berupa penganiayaan seperti melakukan
pemukulan, menendang bahkan ada yang melakukan pembunuhan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di Desa Mudung Darat Muaro Jambi, juga
terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis, namun masih
sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada apparat penegak hukum. Hal ini
disebabkan oleh adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum
dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap
adalah aib keluarga, dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang
lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. (Gusdianti, 2024). Oleh karena itu salah satu
upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum, Hal ini perlu
disampaikan kepada masyarakat dikarenakan tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan
orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan
KDRT tersebut. Dari kondisi tersebut masyarakat belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat
melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang
dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan
kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya
kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.

Program pengabdian ini memberikan bekal kepada mitra agar mitra dapat mengetahui
pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan
sekitarnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini metode pelaksanaan dilakukan dengan menyampaikan
materinya dengan metode ceramah, diskusi, dialog dan tanya jawab, serta pendampingan.

METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosial partisipatif yang
menempatkan mitra sebagai aktor utama dalam proses perubahan. Tim pengabdian berperan sebagai
fasilitator yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi, sementara perangkat desa dan
masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan.
Tahapan Kegiatan
1. Identifikasi Kebutuhan Mitra
Tahap awal dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa
untuk mengidentifikasi persoalan utama dalam tata kelola peraturan desa. Hasilnya
menunjukkan rendahnya pemahaman perangkat desa terkait digitalisasi, keterbatasan sarana
teknologi, dan belum adanya sistem dokumentasi hukum desa yang rapi.
2. Penyusunan Materi Kegiatan
Berdasarkan hasil identifikasi, tim merancang materi penyuluhan yang mencakup:
a) Konsep dasar peraturan desa dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.
b) Urgensi digitalisasi peraturan desa dalam mendukung transparansi.
c) Teknik dasar pengelolaan dokumen digital menggunakan aplikasi sederhana.
d) Praktik digitalisasi arsip desa melalui penyimpanan cloud dan website desa.
3. Pelaksanaan Penyuluhan
Penyuluhan dilakukan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten
Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi
praktik digitalisasi, serta sesi tanya jawab. Jumlah peserta terdiri atas perangkat desa, anggota
BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda.
4. Pendampingan Teknis
Setelah penyuluhan, peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan cara
mendokumentasikan peraturan desa dalam bentuk digital, termasuk pengolahan dokumen
menggunakan perangkat lunak pengolah kata, konversi ke format PDF, dan penyimpanan di
platform cloud.
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5. Evaluasi dan Umpan Balik
Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur
peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan diskusi reflektif guna mengetahui
kesulitan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut dari pihak desa.
6. Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi: untuk mengetahui kondisi eksisting tata kelola desa.
b) Wawancara: dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
c) Dokumentasi: berupa foto, notulen, dan materi penyuluhan.
d) Tes sederhana: untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
7. Subjek Pengabdian
Mitra utama adalah pemerintah Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten
Muaro Jambi yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, serta
masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dari masyarakat khususnya Kepala Desa dan aparat desa dalam kegiatan ini sangat
mendukung dalam terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Mudung
Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang telah dilakukan dihadiri oleh
peserta sekitar 50 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT, Bidan Desa dan perangkat
desa lainnya. Pelaksanaannya diadakan di Aula Kantor Kepala Desa dengan menggunakan
pendekatan berupa sosialisasi, dengan metode ceramah dan tanya jawab.

Tim terdiri dari 4 (empat) orang Dosen Fakultas hukum Universitas Jambi yang mempunyai
bidang keahlian di bidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan
dengan kata sambutan dari Kepala desa Mudung Darat dan penyampaian kata sambutan oleh Ketua
Tim Andi Najemi, SH., MH, dan kemudian penyampaian materi. Penyampaian materi disampaikan
dalam waktu kurang lebih 3 (tiga ) jam, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 Wib yang
disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hafrida, SH.,,MH, Yulia Monita, SH.,, MH dan Dr. Erwin, SH., MH..

Gambar 1.
Kata Sambutan dari Kepala Desa.

Adapun yang meteri yang pertama disampaikan adalah Faktor penyebab terjadinya Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Menurut Prof.Dr. Hafrida, SH., MH. mengutif dari pendapat Dewi Mahastuti,
S.Psi, M.Si.,, M.Psi., seorang psikolog dan dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Hang Tuah,
Surabaya, bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
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(Mahastuti, 2023) Secara garis besar terbagi 2 kategori yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah

tangga, yaitu:
Faktor Internal

1.

Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku kekerasan, baik dipengaruhi karakter, tingkat

emosi, dan pengalaman masa lampau. Faktor internal yang memengaruhi seseorang sehingga

melakukan kekerasan pada pasangannya antara lain:

a.

Pengalaman masa lalu

Seseorang yang pernah menjadi korban atau pernah melihat secara langsung
kekerasan, akan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupannya, dan tidak menutup
kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, misalnya pernah menyaksikan kekerasan
yang dilakukan orang tuanya. Hal tersebut akan mempengaruhnya dalam bersikap, dan bisa
menjadi pemicu akan melakukan kekerasan pada pasangannya.
Kecurigaan berlebihan

Kecurigaan yang berlebihan bisa memicu seseorang overthinking, terutama mengenai
perilaku pasangannya. Seorang pasangan yang memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap
pasangannya akan mudah juga akan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.
Kecemasan berlebihan

Seseorang yang merasa cemas berlebih akan tumbuh kekhawatiran tentang
kehilangan atau perilaku lain yang dilakukan oleh pasangan sehingga individu posesif pada
pasangan.
Temperamen

Temperamen memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Temperamen adalah
sifat yang memengaruhi seseorang dalam merespons suatu hal. Seseorang yang mempunyai
temperamen tinggi, akan mudah terpancing emosi dan tersulut marah.
Kontrol emosi kurang baik

Emosi meluap-luap dipicu oleh kontrol emosi yang kurang baik. Artinya, karena
emosi tidak terkontrol baik menyebabkan seseorang melakukan kekerasan baik secara fisik
maupun verbal.

Dis amping lima faktor internal, berikut 5 faktor dari luar diri yang memengaruhi
seseorang melakukan kekerasan bahkan kepada orang terdekat.

Faktor Eksternal

a.

b.

Perselingkuhan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan juga bisa jadi salah satu
faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik
kepada pasangannya.
Masalah ekonomi

Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu
terjadinya pertengkaran dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekerasan fisik
maupun psikis.
Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk
KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat pada korban.
Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk
KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.
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e. Kekerasan Seksual
Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk
KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu:

e Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tangga,

e Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

f. Penelantaran Rumah Tangga
Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk
KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah
tangga sebagai KDRT, yakni:

e Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

e Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.

Gambar 2.
Pelaksanaan Penyuluhan.

Kewajiban Masyarakat dan Pemerintah Ditinjau dari Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
PKDRT

Setiap masyarakat wajib melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga sesuai batas kemampuanya jika mengetahui atau melihat perkara ini secara langsung,
dan hal ini sudah diatur dalam pasal 15 UU No 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut peran masyarakat sangat diperlukan untuk :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

2. Memberikan perlindungan kepada korban;

3. Memberikan pertolongan darurat; dan

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan dalam
konteks ini, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini,
tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal
kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumahtangga tentu akan membuka peluang untuk
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mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam masyarakat
Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk
dikemukakan di hadapan umum.

Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya
diselesaikan dengan peraturan yang lex generalis dan peraturan yang lex specialis. Sebelum lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih
banyak menggunakan ketentuan lex generalis, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356
ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata,
tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat
pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai lex generalis, tidak dapat menyelesaikan permasalahan
kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang ada
di dalam tubuh lex generalis tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus
mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan
pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini
dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus
dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang
menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila
negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Dengan begitu, undang-undang ini
menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab UndangUndang Hukum
Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah
kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu
juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas
lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.

Adapaun cara penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur restorative
justice, menurut Tony Marshall adalah sebagai ”proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki
kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara
kolektif”. Adapun kelebihan dalam penyelesaian melalui Restorati adalah: memberdayakan pihaka-
pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. tercapainya penyelesaian sengketa yang
menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, Penyelesaian perkara lebih cepat dan
biaya murah, sehingga pihak-pihak yang berperkara akan memperoleh kepastian dan keadilan
terhadap kasus yang sedang mereka hadapi.

Setelah pemaparan materinya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini
merupakan sesi yang paling penting karena dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang
dihadapi oleh peserta. Sesi ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari peserta. Pada sesi ini juga
dilakukan umpan balik yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman serta penilaian
peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan
evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun roadmap pengabdian berikut. Dalam sesi
umpan balik ini, setiap peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran
pelatihan secara langsung. Sebagian besar peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari
beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan menambah wawasan dan
pengetahuan para peserta. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya minat dari peserta dalam
memberikan pertanyaan mengenai peraturan yang ada kaitannya dengan materi Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Banyaknya kasus tersebut, perlu direspons sebagai antisipasi serta menyebarkan
pengetahuan untuk langkah pencegahan.
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KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro
Jambi, telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons yang sangat positif dari peserta.
Tingginya partisipasi perangkat desa dan masyarakat menunjukkan bahwa isu KDRT merupakan
persoalan yang nyata dan membutuhkan perhatian bersama.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai
bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kekerasan
psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa KDRT
merupakan persoalan privat sehingga enggan untuk dilaporkan.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, dialog interaktif, dan
tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor
penyebab KDRT, hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT, serta mekanisme
penyelesaian perkara, termasuk melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dipahami
sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan, dan prinsip
win-win solution tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban.

Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat serta memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya pencegahan,
perlindungan korban, dan penyelesaian kasus KDRT secara lebih adil dan humanis. Ke depan,
diperlukan pendampingan berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum,
dan akademisi guna meminimalisir terjadinya KDRT di lingkungan masyarakat, dengan tema
“Pembentukan dan Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa”. Hal ini untuk
mendorong pembentukan satuan tugas desa yang bertugas melakukan pencegahan, deteksi dini,
pendampingan korban, serta koordinasi dengan UPTD-PPA Kabupaten Muaro Jambi.
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